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Abstrak 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan batas usia minimum perkawinan pada Pasal 7 ayat 1, jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Yayasan Kesehatan Perempuan mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor 30/PUU-XII/2014 tentang batas usia minimum perkawinan khususnya bagi wanita. Perkara nomor 30/PUU-XII/2014 telah diputus oleh Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan menolak permohonan judicial review para Pemohon untuk seluruhnya. Penilaian Hakim Konstitusi adalah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat yang berbeda atau dissenting opinion. Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Yayasan Kesehatan Perempuan dalam mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimum perkawinan dalam Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan juga untuk mengetahui pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan ada dua yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan pendekatan konsep yaitu pendekatan yang merujuk kepada pandangan-pandangan dan doktrin yang ada. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku literatur, makalah, jurnal, tesis, atau website. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Yayasan Kesehatan Perempuan tidak beralasan menurut hukum karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan undang-undang yang bersifat khusus untuk mengatur perkawinan sehingga tidak dapat dihubungkan dengan peraturan yang lain sedangkan pertimbangan hukum mahkamah hanya menjaga moral saja karena telah mengabaikan dampak negatif yang dimungkinkan terjadi. Yayasan Kesehatan Perempuan seharusnya mengajukan permohonan legislative review untuk menaikkan batas usia minimum perkawinan khususnya bagi wanita karena ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia minimum perkawinan bagi wanita adalah 16 tahun sudah tidak sesuai lagi, melihat adanya perbedaan kondisi antara tahun 1974 dengan sekarang sehingga dikhawatirkan berdampak negatif yang dapat mengurangi hak asasi manusia sesuai dengan pasal 28 UUD 1945.
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Abstract
The law Number 1 Year 1974 concerning Marriage has given determination of minimum marriageable age in Article 7 Paragraph 1, age 19 for man and age 16 for woman. Woman Health Foundation proposed a petition for judicial review to Constitutional Court with case number 30/PUU-XII/2014 concerning the minimum marriageable age determination especially for woman. Constitutional Judge has decided the case number 30/PUU-XII/2014 in decision number 30-74/PUU-XII/2014 to refuse Applicants’ judicial review. Assessment is the subject of the Constitutional Court the petition has no legal grounds. Constitutional Judge Maria Farida Indrati have a different opinion or dissenting opinion. The present study aims to find out Woman Health Foundation consideration in proposing a petition for Law material testing Number 1 Year 1974 concerning Marriage to Constitutional Court related to minimum marriageable age determination in  Case Number 30-74/PUU-XII/2014 and find out the Constitutional Judge consideration in Decision Number 30-74/PUU-XII/2014. The research of this thesis is a normative legal research and conducted legal research based on the norms and rules of the legislation. The approach used that approach to legislation that is using legislation as the basis for the initial analysis and concept approach is the approach which refers to the views and doctrines that exist. The type of material used law is the primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials such as literature books, papers, journals, theses, or website. The results of the discussion in this paper indicate that the legal considerations of Women's Health Foundation has no legal grounds for Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage is legislation that is specific to arrange a marriage that cannot be linked with other regulations while the legal considerations court only keep morale because ignores the negative impact that might happen. Women's Health Foundation should apply for a legislative review to raise the minimum age of marriage, especially for women because of the provisions of Article 7, paragraph 1 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage related to the minimum age of marriage for women is 16 years old is no longer appropriate, notice any difference conditions between 1974 to present so that the feared negative impact that can reduce human rights in accordance with Article 28 of the 1945 Constitution.








Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian disingkat UUP mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Ketentuan pasal 7 UUP yang mengatur tentang usia minimum perkawinan menurut Pemerintah dianggap sebagai jalan tengah undang-undang atau open legal policy dari pembentuk undang-undang yang melihat secara bijaksana pada saat itu, yaitu tahun 1974. Open legal policy tersebut dikarenakan sebelumnya secara adat istiadat terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya dan tidak ada batasan usia perkawinan dalam agama.
Pasal 7 ayat 1 UUP telah memberikan penentuan batas minimum usia perkawinan, jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Penentuan usia perkawinan yang tepat sangat penting karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan generasi yang lebih baik. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam memutuskan suatu hal tanpa harus berpikir panjang akan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Seseorang melakukan perkawinan di usia muda adalah salah satu keputusan yang sering kita jumpai dalam masyarakat.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, kemudian di singkat BKKBN melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2012 terkait data Usia Perkawinan Pertama di Indonesia pada usia 16-19 tahun memiliki presentase yang cukup tinggi yaitu 32,1 persen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BKKBN pada bulan Desember tahun 2011 melalui data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 menunjukan bahwa prevalensi usia perkawinan pertama antara 15-19 tahun sebanyak 41,9 persen, selain itu juga menunjukkan bahwa kejadian kawin muda pada kelompok remaja usia 15-19 tahun lebih besar pada mereka yang tinggal di perdesaan (3.53 persen) dibandingkan di perkotaan (2.81 persen). Penelitian yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Banten menunjukan bahwa usia kawin pertama perempuan di perkotaan sekitar 16-19 tahun, sedangkan di perdesaan sekitar 13-18 tahun. Penelitian dilakukan karena di lingkungan tersebut sudah biasa menikah pada usia 14-16 tahun, lebih tua dari 17 tahun dianggap perawan tua. Pendidikan mereka SD, SLTP dan SLTA tidak tamat, setelah putus sekolah mereka umumnya menganggur tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran mengakibatkan orang tua menginginkan anaknya segera menikah dari pada menjadi beban keluarga. Orang tua ingin lepas tanggung jawab, takut dengan pergaulan bebas atau sex bebas. Faktor budaya yang mendorong terjadinya kawin muda (usia 14-16 tahun) adalah lingkungan. Faktor ekonomi, orang tua berharap mendapat bantuan dari anak setelah menikah karena rendahnya ekonomi keluarga.
Berdasarkan data diatas ternyata sebagian masyarakat Indonesia ada yang melakukan perkawinan dibawah usia 16 tahun. Perkawinan yang dilaksanakan dibawah usia 16 tahun harus mendapatkan dispensasi perkawinan sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UUP yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Kasus Syekh Puji adalah salah satu contoh perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dibawah umur. Syekh Puji berusia 48 tahun menikahi Lutfiana Ulfa yang berusia 12 tahun. 
Yayasan Kesehatan Perempuan, kemudian disingkat YKP yang diwakili oleh Zumrotin selaku Ketua Dewan Pengurus mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, kemudian di singkat MK untuk melakukan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 dengan perkara nomor 30/PUU-XII/2014 tentang syarat sah perkawinan terkait usia. YKP berharap untuk mengubah usia minimum perkawinan di UUP dari 16 tahun menjadi 18 tahun untuk perempuan.
YKP mengajukan permohonan judicial review ke MK dengan alasan bahwa Pasal 7 ayat 1 UUP melanggar Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut UUD 1945 pada pasal 28A, pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), pasal 28C ayat (1), pasal 28D ayat (1), pasal 28G, pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) karena menjadi landasan dan dasar hukum dibenarkannya adanya perkawinan anak dalam hal ini anak perempuan yang belum mencapai 18 tahun. Pasal tersebut bertentangan pula dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sampai usia 18 (delapan belas) tahun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang mengatur bahwa usia anak sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai pengaturan wajib belajar anak selama 12 (dua belas) tahun dan Pasal 131 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, “Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun”.
YKP bukan hanya melihat dari sisi UUD 1945 dan Undang-Undang lain, akan tetapi jika ditinjau dari sudut pandang kesehatan kehamilan di bawah usia 18 tahun beresiko tinggi, dari sudut pandang pendidikan perkawinan anak menyebabkan putus sekolah sementara anak harus menghidupi keluarga. Banyak perkawinan anak berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian sehingga justru menjauhkan dari tujuan UUP dan usia minimum yang di tetapkan oleh UUP khususnya perempuan menunjukkan adanya ancaman terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Seorang ahli yaitu Ninuk Pambudi yang berprofesi sebagai wartawan bercerita bahwa seorang bernama Nasiroh yang melakukan perkawinan di usia muda dan dia kehilangan hak-haknya sebagai anak, salah satunya adalah pendidikan dan ketika suaminya di PHK, ia menumpang hidup di ibunya dan hanya bisa memberikan makanan seadanya untuk anaknya. Nasiroh menyesal dan ia mengatakan ingin bersekolah sampai SMA dan mengumpulkan modal, hal tersebut tidak hanya dialami Nasiroh karena masih ada Nasiroh yang lain.
Perkara nomor 30/PUU-XII/2014 telah diputus oleh Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan menolak permohonan judicial review para Pemohon untuk seluruhnya. Penilaian Hakim Konstitusi adalah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat yang berbeda atau dissenting opinion. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati berpendapat bahwa usia 16 tahun dalam pasal 7 ayat 1 UUP telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar hak-hak anak. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menyimpulkan permohonan para Pemohon agar usia 16 tahun dalam pasal 7 UUP adalah konstitutional jika dimaknai usia 18 tahun dan beralasan menurut hukum sehingga seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon.
Penetapan batas minimum usia perkawinan bagi wanita adalah 16 tahun menimbulkan banyak perdebatan, selain adanya perbedaan dasar penetapan anak, ada pula kekhawatiran akan akibat-akibat yang terjadi dalam melakukan perkawinan. Penentuan batas usia perkawinan yang tepat bagi wanita perlu diperhatikan untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan. Ketidakpastian, ketidakserasian dan ketidakseimbangan hukum terkait usia menimbulkan tidak tercapainya tujuan dari negara. Setiap orang perlu memperhatikan hal tersebut karena usia pada saat melakukan perkawinan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga yang sangat berpengaruh terhadap keadaan negara.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menyusunnya kedalam sebuah penulisan hukum dengan judul :
“ANALISIS YURIDIS BATAS USIA MINIMUM PERKAWINAN BAGI WANITA  DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014)”

METODE
Jenis penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan masalah, yaitu pendekatan undang-undang atau statue approach dan pendekatan konsep atau conceptual approach. Bahan hukumdan pengolahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian semua bahan hukum berhasil dikumpulkan maka bahan hukum selanjutnya diolah secara sistematis dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dikaji. hukum menggunakan sifat analisa preskriptif yaitu dengan memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum hasil dari penelitian. Dalam teknik analisa preskriptif, penelitian ini akan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukannya dan bertujuan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
UUP dikaitkan dengan UUD 1945 menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang terdapat pada pasal 28 UUD 1945. Pasal 7 ayat 1 UUP telah memberikan penentuan batas usia minimum perkawinan. setiap orang dapat mempergunakan haknya dalam menentukan usia perkawinan karena perkawinan adalah salah satu hak yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan pasal 28B ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sah.
Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah menurut agamanya dan menurut hukum, hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UUP, dengan perumusan pasal 2 ayat 1 UUP, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan UUD 1945, yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.  
Sahnya perkawinan sangat bermanfaat bagi setiap keluarga, keluarga tersebut berhak untuk membentuk keluarga dan hak-hak seluruh anggota keluarga tersebut terjamin di mata hukum negara. Perkawinan yang tidak sah akan berakibat pada kelangsungan hidup keluarganya, keluarga tersebut tidak sah di mata hukum dan hak-hak sebagai warga negara indonesia tidak dijamin oleh negara.
UUPA dikaitkan dengan UUD 1945 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak bagian dari hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap anak pada pasal 28B ayat 2 UUD 1945, menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28B ayat 2 bukanlah satu-satunya pasal yang menunjukkan perlindungan terhadap anak, meskipun secara explisit hanya pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan adanya Hak Asasi Anak, akan tetapi keseluruhan pasal 28 UUD 1945 sepanjang dapat dilaksanakan dan dapat diterima serta bermanfaat bagi anak, maka hak-hak yang dimaksud harus dialamatkan kepada anak yang menurut UUPA, anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun. Negara berkewajiban memberikan perlindungan (to protect), memenuhi (to fulfill), dan menghargai (to respect) seluruh hak setiap anak sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Hak-hak yang tidak terpenuhi tidak akan mewujudkan kesejahteraan seseorang.
UUP tidak bisa dikaitkan dengan UUPA karena kedua undang-undang tersebut mempunyai kedudukan setara yang bersifat khusus. Perbedaan batas usia antara UUP dan UUPA tidak dapat dihubungkan dengan peraturan lain karena UUP mengatur khusus tentang perkawinan. Lahirnya UUP membuat aturan yang lain tidak berlaku lagi khususnya terkait perkawinan sesuai dengan pasal 66 UUP yang menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
UUP adalah undang-undang yang ditujukan kepada semua hal mengenai perkawinan sedangkan UUPA adalah undang-undang yang ditujukan kepada anak guna melindungi hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.
Penetapan batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh UUP pada pasal 7 ayat 1 bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak. Pembatasan usia tersebut dilatarbelakangi dengan kondisi-kondisi pada saat tahun 1974, antara lain:

Pendidikan
 sejak awal tahun 1970an pemerintah telah menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Pada tahun 1973 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10, pemerintah secara terencana meningkatkan pembangunan sarana pendidikan dasar, yaitu pada tahun 1983 dimulai dengan program wajib belajar untuk usia 7-12 tahun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) atau wajib belajar 12 tahun yang terdapat pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini merupakan sebuah lanjutan dari program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dirasa telah memenuhi target ketercapaian sekalipun masih sebagian masyarakat yang belum merasakan wajib belajar 9 tahun.

Psikologis
Psikologi Perkembangan masa usia 10-20 tahun dikenal sebagai masa adolesence atau pubertas, dan bagi masyarakat dikenal dengan istilah remaja.  Pada tahun 1974, psikologi perkembangan menyatakan bahwa ibu-ibu atau keluarga yang masi berusia remaja akan menghadapi banyak masalah mental dan sosial karena pasangan muda belum mempunyai persiapan yang cukup. 

Kesehatan Reproduksi
Menurut Hofmeister (1955), Duenhoelter (1975) dan Polia Koff (1958) dalam buku Perkawinan dan Kehamilan pada Wanita Muda Usia membatasi bahwa 14 tahun adalah batas usia teratas dimana resiko akan memburuk. Hasil penelitian yang dilakukan oleh office of Population, U.S. Agency for International Development pada tahun 1977 terhadap tingkat kesuburan dari wanita berusia 15-19 tahun di seluruh dunia. Berdasarkan pola dasar pertumbuhan organ reproduksi yaitu selama anak, pertumbuhan dan perkembangan organ kehamilan sangat lambat, baru pada masa pubertas terjadi percepatan, yang luar biasa mengejar ketinggalannya dimasa anak, sehingga dalam waktu singkat menjadi matang. Pertumbuhan organ reproduksi ini sejalan pula dengan perkembangan kemampuan seksual seseorang. Manusia mencapai organ reproduksi yang sempurna pada usia 20 tahun dengan presentase 100%, manusia merupakan makhluk yang paling lama mencapai kematangan seksualnya dibanding jenis hewan termasuk primata .

Sosial Budaya
Lingkungan di Indonesia masih berlaku tradisi bahwa wanita remaja (kadang-kadang pra-remaja) sudah harus kawin. Gadis yang tidak kawin dalam usia remaja akan membawa rasa malu pada orang tua gadis bersangkutan, karena dianggap sebagai perawan tua. Lembaga Riset Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1978, perkawinan gadis remaja ini diinginkan karena dapat menaikkan status sosial dan ekonomi keluarganya. Pada kondisi sekarang, banyak orang yang lebih mengutamakan pendidikan bahkan menyuruh anaknya melanjutkan sekolah setinggi-tingginya dan menunda menikah untuk kepentingan pendidikan, akan tetapi di daerah tertentu ada yang masih mengikuti tradisi.

Perekonomian
Pada zaman dahulu masyarakat belum tertarik dengan profesi bisnis karena zaman dahulu sebelum masyarakat mengenal uang, jual beli dilakukan dengan sistem barter, setelah mengenal uang, masyarakat melakukan jual beli menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Proses ini biasanya terjadi di sebuah tempat yang disebut Pasar karena pada saat itu banyak yang berprofesi sebagai petani, nelayan, dan berdagang dipasar. Proses jual beli dilakukan dengan nyata, dalam arti penjual dan pembeli saling bertemu, dan pembeli juga dapat melihat barang yang dijual secara langsung. Profesi bisnis sekarang sudah banyak di minati kaum muda dengan memulai bisnis kecil dan mulai menanamkan jiwa entrepreneur. Kemajuan teknologi juga sangat mempengaruhi proses bisnis, misalnya: dahulu masyarakat masih melakukan profesi bisnis ini secara langsung tetapi sekarang melalui e-commerce masyarakat dapat bertransaksi tanpa harus bertemu langsung.

Perkembangan Penetapan Usia Anak
Berdasarkan penetapan usia anak dalam undang-undang menunjukkan bahwa semakin tahun semakin banyak produk hukum yang lahirkan, setelah lahirnya UUP muncul Undang Undang lain yang menetapkan batas usia khususnya penetapan usia anak, terdapat perbedaan batas usia anak akan tetapi mayoritas batas usia yang diberikan adalah 18 tahun.
Produk Hukum yang lahir setelah UUP dan penentuan batas usia merupakan suatu kemajuan hukum yang berarti hukum mengikuti sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat, selain itu banyaknya undang-undang yang dilahirkan bersifat khusus sehingga kebutuhan masyarakat akan lebih mudah terpenuhi. Penentuan batas usia yang berbeda tidak mengganggu isi dari UUP karena UUP merupakan undang-undang yang bersifat khusus yang tidak dapat dihubungkan dengan peraturan lain. Contoh adanya perkembangan hukum yaitu batas usia pertanggungjawaban pidana anak bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam hukum pidana di Indonesia, yaitu dalam KUHP yang tidak menentukan secara jelas usia anak akan tetapi pada pasal 45 menyatakan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai usia 16 tahun. KUHP digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menetapkan usia anak adalah usia 8-12 tahun atau belum pernah kawin, namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 001/PUU-VIII/2010 tentang batasan umur anak, akhirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menetapkan usia anak adalah usia 12-18 tahun atau belum pernah kawin. Pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak tersebut didasarkan oleh beberapa ide, di antaranya ide filosofis, yuridis, dan historis.
Berdasarkan uraian diatas menunjukkan adanya perbedaan kondisi antara zaman pada saat UUP dilahirkan dengan zaman sekarang. Perbedaan tersebut dikhawatirkan menimbulkan dampak-dampak negatif dari batas usia minimum perkawinan bagi wanita adalah 16 tahun. Dampak negatif yang dikhawatirkan apabila melakukan perkawinan di usia 16 tahun pada kondisi sekarang, antara lain: putus sekolah, kematian ibu dan kematian bayi, tidak terwujud program BKKBN, perceraian, terjadi perkawinan paksa.
Penetapan usia anak dalam UUPA mendasarkan pada Konvensi Hak Anak karena sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Tujuan dari UUPA adaah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial, seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi ekonomi dan seksual, ataupun diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.
Ketentuan-ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi karen hal tersebut adalah bentuk konsekuensi dari asas Lex superiori derogat legi inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan jadi apabila terdapat terdapat Undang-Undang yang diduga bertentangan dengan UUD 1945, maka boleh mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi “dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
Ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan juga diatur di dalam ketentuan-ketentuan yang khusus, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus. UUP merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang perkawinan sehingga tidak dapat dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang lain sesuai dengan asas Lex specialis derogat legi generali, yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan.
Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat dugaan bahwa UUP melanggar UUD 1945, maka dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. UUP dan UUPA tidak dapat di hubungkan karena kedudukan mereka setara dan sama-sama bersifat khusus. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas-asas yang tercantum pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Apabila dampak negatif yang dikhawatirkan benar-benar terjadi akibat dari pasal 7 ayat 1 yang menentukan batas usia perkawinan bagi wanita, maka UUP tidak termuat asas pengayoman karena menunjukkan tidak adanya perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat, selain itu juga tidak termuat asas kemanusiaan karena tidak mencerminkan perlindungan dan pengayoman hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
Uraian-uraian yang sudah dijelaskan ditarik kesimpulan bahwa UUP merupakan undang-undang yang bersifat khusus mengatur tentang perkawinan dan tidak dapat dihubungan peraturan yang lain. Kondisi yang melatarbelakangi penentuan batas usia perkawinan berbeda dengan kondisi pada saat sekarang. Penetapan usia anak dalam UUPA mendasarkan pada Konvensi Hak Anak yang sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. UUP tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan UUP harus mencerminkan asas-asas yang terdapat pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya asas pengayoman. 

Analisis Pertimbangan Pemohon
Ketentuan Pasal 7 ayat 1 UUP melanggar pasal 28A, pasal 28B ayat 1 dan 2, pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28G, pasal 28H ayat 1, 2, dan 3 serta pasal 28I ayat 1 dan 2 UUD 1945, karena menjadi landasan dan dasar hukum dibenarkannya adanya perkawinan anak dalam hal ini anak perempuan yang belum mencapai 18 tahun
Perkawinan merupakan suatu hak asasi manusia, penentuan batas usia perkawinan bukan suatu pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan pasal 28B ayat 1 karena seseorang boleh melakukan perkawinan diatas usia 16 tahun bagi wanita dan apabila ada penyimpangan, diperbolehkan melakukan perkawinan dibawah usia 16 tahun dengan mengajukan dispensasi perkawinan sesuai dengan pasal 7 ayat 2 yang menyatakan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Seseorang yang sudah bestatus kawin atau sudah pernah kawin secara otomatis orang tersebut dianggap sebagai seorang dewasa. Alasan pemohon dibenarkannya perkawinan anak tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena segala hal yang berkaitan dengan perkawinan semua tunduk pada UUP.
Ketentuan Pasal 7 ayat 1 UUP bertentangan dengan pasal 26 UUPA yng mewajibkan orang tua untuk mencegah perkawinan pada usia anak-anak sampai usia 18 tahun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang mengatur usia anak sampai dengan 18 tahun, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai pengaturan wajib 12 tahun dan Pasal 131 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,”Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun”.
Pertimbangan pemohon diatas tidak dapat dibenarkan secara hukum karena UUP adalah undang-undang yang mengatur secara khusus terkait perkawinan sehingga UUP tidak dapat dihubungkan dengan ketentuan yang lain karena UUP memiliki asas lex specialis derogat legi generali serta didukung dengan adanya pasal 66 UUP. Penentapan usia minimum perkawinan tidak mendukung program wajib belajar 12 tahun karena usia 16 tahun adalah usia dimana mayoritas masih menduduki bangku sekolah.
Ketentuan Pasal 7 ayat 1 UUP telah merampas hak-hak anak karena kehamilan dibawah usia 18 tahun beresiko tinggi pada ibu dan anak, perkawinan anak berbanding lurus dengan angka perceraian, mengakibatkan putus sekolah dan tidak mampu bertanggung jawab.
Pertimbangan diatas kurang tepat karena apabila hal-hal yang dikhawatirkan atau didalilkan benar-benar terjadi bukan melanggar hak-hak anak karena seseorang yang sudah menikah sudah dianggap dewasa. Resiko yang dimungkinkan terjadi itu benar adanya apabila dilihat dari segi pendidikan, psikologis, kesehatan reproduksi, budaya karena kondisi saat ini yang sudah berbeda dengan kondisi pada saat UUP dilahirkan. Hal-hal yang dimungkinkan terjadi:
Putus sekolah, hal tersebut tidak mendukung adanya program wajib belajar 12 tahun dan melanggar pasal 28C karena mayoritas dari sekolah tidak menerima seseorang yang sudah menikah sehingga hak untuk mendapatkan pendidikan terhalangi. Kematian ibu dan bayi, hal tersebut tidak mendukung Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi pada pasal 11 huruf a yang menyatakan bahwa “mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual yang beresiko dan perilaku beresiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Perceraian, hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan UUP itu sendiri “membentuk keluarga bahagia dan kekal”. Perkawinan paksa, hal tersebut telah melanggar hak asasi manusia yang terdapat pada pasal 28B ayat 1 UUD 1945
Dampak negatif yang benar-benar terjadi bukan merupakan pelanggaran hak-hak anak karena sudah dianggap sebagai dewasa dan bukan juga melanggar hak asasi manusia karena hak tidak harus terpenuhi semua kecuali kewajiban yang harus terpenuhi, akan tetapi akan merugikan seseorang itu sendiri karena dapat mengurangi hak-hak yang dimiliki.

Analisis Pertimbangan Mahkamah
Perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Dalam prespektif agama, seperti islam perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia. Pendirian Mahkamah yang mendasarkan pula pada ajaran Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hati (sakinah).
Berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Konstitusi hanya melihat moral bukan penjaga konstitusi artinya hanya melihat hal-hal yang mencegah kemudharatan tanpa mempertimbangkan resiko-resiko yang terjadi apabila melakukan perkawinan di usia 16 tahun. Mahkamah Konstitusi mengabaikan fakta-fakta yang sudah terjadi di masyarakat. Pembentukan undang-undang memiliki asas-asas yang harus tercermin pada peraturan tersebut sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, usia 16 tahun tidak sejalan dengan adanya asas pengayoman karena banyak implikasi-implikasi yang dimungkinkan terjadi dan dapat merugikan kelangsungan hidup seseorang, usia 16 tahun juga tidak sejalan dengan asas kemanusiaan karena usia tersebut adalah usia dimana ia mempunyai asasi manusia, akan tetapi dengan adanya perkawinan sebagian haknya tersebut akan terputus secara otomatis.
Beberapa agama yang berlaku di Indonesia mempunyai pengaturan berbeda dalam masalah usia perkawinan. Salah satunya, contohnya agama islam tidaklah mengatur mengenai batas usia minimum perkawinan akan tetapi yang lazim adalah dikenal sudak akil baligh.. Penjelasan pasal 7 ayat 1 UUP menyatakan “untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas usia untuk perkawinan. Mahkamah berpendapat bahwa tidak adanya jaminan yang dapat memastikan bahwa ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 tahun menjadi 18 tahun, akan mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Mahakamah merekomendasikan agar pemohon mengajukan legislatif review.
Berdasarkan pertimbangan diatas, UUP adalah undang-undang yang bersifat khusus dan menganut asas Lex specialis derogat legi generali, yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan sehingga tidak dapat dihubungkan dengan peraturan lain. Lahirnya UUP membuat aturan yang lain tidak berlaku lagi khususnya terkait perkawinan sesuai dengan pasal 66 UUP. Pemohon berhak mengajukan permohonan ke MK dikarenakan adanya implikasi-implikasi yang terjadi atau kemungkinan terjadi atas dasar Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
Prinsip persetujuan penuh dan bebas yang berarti sudah dewasa, dalam pasal 47 UUP sudah menyatakan bahwa usia dewasa adalah usia 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan. Adanya batas usia minimum perkawinan dibawah usia 18 tahun menyebabkan tidak sejalannya dengan prinsip persetujuan penuh dan bebas, pasal 47 UUP.
Perkawinan memiliki prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya, prinsip tersebut mempunyai makna bahwa harus matang baik dari segi psikologis calon mempelai, dari segi kesehatan reproduksi calon mempelai, dari segi sosial yang siap menyesuaikan diri menjadi pribadi yang baru, hal tersebut sejalan dengan tercapainya tujuan penetapan batas usia minimum perkawinan yakni menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Akil baligh memang tanda seseorang sudah dapat bereproduksi akan tetapi reproduksinya belum matang sempurna dan belum cukup kuat untuk terjadi kehamilan sehingga beresiko tinggi, hal tersebut mencegah terwujudnya tujuan penetapan usia minimum perkawinan yaitu menjaga kesehataan suami istri. Usia 16 tahun apabila dibiarkan akan memperbanyak orang yang melakukan perkawinan diusia muda serta akan menambah korban yang hak-haknya dirampas akibat dari perkawinan. 
Prinsip calon suami istri harus telah masak jiwa dan raga merupakan asas kematangan. Asas ini secara teoritis dapat diharapkan bahwa dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Beberapa segi yang melatar belakangi hal ini antara lain: 
Segi penyesuaian diri, maka perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang sudah matang relatif penyesuaian dirinya lebih cepat, karena masing-masing telah dewasa baik dalam sikap, tingkah laku maupun perbuatannya sehingga akan mampu menghadapi setiap masalah rumah tangga. Segi medis, bahwa usia yang ideal untuk melahirkan adalah antara 20-30 tahun, agar dapat menghasilkan keturunan yang sehat. Segi pendidikan, bahwa perkawinan yang belum pada waktunya berarti tidak memberikan kesempatan untuk mengecap pendidikan yang memadai terutama pendidikan formal. Seseorang yang seharusnya digunakan untuk belajar, beralih kepada masalah kehidupan rumah tangga.
Asas kematangan dari segi penyesuaian diri dikaitkan dengan usia 16 tahun, usia tersebut adalah usia remaja yang dalam ilmu psikologi adalah masa transisi dan emosionalnya masih labil sehingga dikhawatirkan tidak dapat bertanggung jawab atas dirinya sebagai seorang istri dan ibu. Segi medis dikaitkan dengan usia 16 tahun dan apabila dihubungkan dengan pernyataan di atas, usia 16 tahun belum memasuki usia ideal. Segi pendidikan dikaitkan dengan usia 16 tahun, usia tersebut mayoritas masih berada pada bangku sekolah.




Pertimbangan Hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena seseorang yang berstatus kawin atau sudah pernah kawin dianggap dewasa. UUP tidak dapat dihubungkan dengan UUPA, UUK dan peraturan lainnya karena UUP adalah ketentuan yang bersifat khusus mengatur tentang perkawinan. Kondisi-kondisi yang melatar belakangi batas usia sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang yang secara psikologi dewasa adalah usia 20 tahun, kematangan reproduksi wanita adalah usia 20 tahun, program pendidikan wajib belajar 12 tahun, pemikiran masyarakat sudah modern yang mayoritas mengutamakan pendidikan, perekonomian yang semakin maju banyaknya bisnis di usia muda dan mayoritas pematokan usia dewasa adalah 18 tahun dalam undang-undang.
Pertimbangan Hukum Mahkamah hanya melihat moral bukan penjaga konstitusi karena telah mengabaikan fakta-fakta yang dimungkinkan terjadi. Penentuan batas usia minimum perkawinan untuk menjaga kesehatan suami istri sudah tidak sesuai lagi karena terdapat perbedaan kondisi pada tahun 1974 dengan kondisi sekarang

Saran
DPR hendaknya merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui kesepakatan bersama dengan Presiden. Prolegnas diharapkan menambahkan RUU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi wanita dari 16 tahun menjadi 18 tahun keatas dengan mempertimbangkan kembali dan menyesuaikan perkembangan masyarakat pada saat ini serta melihat akibat-akibat yang dapat merugikan seseorang. Penentuan batas usia perkawinan bagi pria juga perlu dianalisis apakah usia 19 tahun sudah tepat untuk di terapkan dalam kondisi masyarakat pada saat ini.
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